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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 25  TAHUN 2017
TENTANG

[ZIN PERYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) SILIK ASIH
DESA CIBENTAR KECAMATAN JATIWANG! KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDITHKAN KABUPATEN MAJAL ENGKA

Memimbang © a. babwa memperhalikan surat Kepala Taman Kansk-Kanak (TK) SILIH ASIH
Desa Cibentar Kecamalan Jatiwangi Kabupaten Majlengka Nomor 421 117-
TESA2017 langgal 31 Januari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan fin
Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jafiwangi Nomor 421/25-UPTD Pendidkan tanggal 31 Janwar 2017 serta
berdasarkan hasil verifikasi Adminisirasi dan peninjauan lapangan oleh Tim
Verifkasi Penyelenguarsan Pendidkan Anzk Usia Dini (PAUDY Dinas
Pendidtkan Kabupaten Maialengka.

b. behwa bemasarkan pada perimbangan hurup a dan b serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional, dipandang perlu diterbitan  izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) SILUH ASIH Desa
Cibentar Kecamalan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalenghka.
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Kengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 teatang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dafam Lingkungan Provinsi Jawa Barat {Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 1850), sebagaimana telah diuheh dengan Undang-Lindamng
MNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembenhikan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tertang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1968 Nomor 3,

Tambaham Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Momor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masionad
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301)

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 ferteng Pemesintahan Daerch
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4586), sebagaimana Ielah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua alas Undang-lUndang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniah Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
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Peraturan Pemedntah Nomor 19 Tahun 2005 fentang Standar Nasional
Pendidkan ({lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor
41,Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesia MNomor 4496}
sebagaimana telah diubeh beberapa kafi lerakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemetintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran MNegara
Repubiik Indonesia Nomoe 5570);

Peraturan Pemerinlzh Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah artara Pemerntah, Pemerinizh Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten®ota (Lembaran MNegara Republk  Indonesia Tahun 2007
Nomeor 82, Tambashan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Megare Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 89,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerinlah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2008 Nomor 21, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahum
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana lelah divhah dengan Peraturan Pemedntah Momor 66 Tahwn
2010 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tenlang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negam
Republk Indonesia Tahm 20M0 Momor 112, Tambahan Lembaran MNegam
Republi indonesia Momar 5157);

Peraturan Menleri Pendidikan Masional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Perahran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berta Mepam
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor B77); sebagaimana lefsh diubah dengan
Peraturan Menlen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B4
Tahun 2014 tenlang Pendiian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Bedta
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peratran Daerah Kabupalen Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemermlah Deersh Kabupaten MWajalengka (Lembaran Daersh

Kahupalen Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Doerah
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 10 Tahum 2000 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka {Lembaran Dacrsh
Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Momor 10) sebagaimana felah diubah
gengan Persturan Daersh Kabupaten Majsengka Momor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Ormpansasi Perangkal Daersh Kabupaten Majalemgka (Lembaran  Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomer 8).




KESATU

KEEMPAT

Tembarsan ;

el L

Yih. Bupati Majalengha;
Yih. Direktur Pembinaam PALUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakaria;
Yth. Kepala Dings Pendidikan Provinsi Jowa Barsl di Bandung,

Yth. Kepata UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwang.

MEMUTUSKAN

Memberkan zin penyelenggaraan Pendidikan Anek Usia Din (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) SILIH ASIH Desa Cibentar Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berdaku;

2 [alam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulem yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang bedaki.

3. Penyelenggara  berkewajiban  menyampaikan laporan  tertufis  mengenai
perkembangan lembaga seliap bulan kepada Kepala Dinas Pendidkan
Kabupaten Majalengka;

4. Segala Ixsiltas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdidnya
Lembaga Pendidkan Ansk Usman Dini (PAUD} termaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanggungiawab YayasanPenyelenggara.

Izin sebagamana dimaksid datam diktum KESATU bedaku sefama memenubd
kotemfuan dan dievalvasi seliap fahun, apabila ledadi pelangoaran terhadap
ketentuan-kefentuan  pelaksanaan penyelengargan Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka izin penyetenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabul

Dengan bedakunya Keputusan ini, maka kepulusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Momor 95 TAHUN 2014 tanggal 7 Apdl 2014 dicatwt dan
dinyatakan fidak bertakuy.

Keputusan ini beraku sejak langgal diletapkan dengan ketentvan apabilz
dikemutian han terdapat kekeliruan dan atau kesalshan didalamnya akan diadakan
perbatkan atau perubahan sebagatmana mestinya,

Ditetapkan di Majalengka :
Pada Tanggal 13 :?lﬁs'm_ﬂﬂ ."lﬂlij
KEPALA DINAS PENDICHKAN
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